
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSLANTAR

17 TAHUN 2016NOMOR
T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSLANTAR,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan
memperlancar sistim pengelolaan keuangan daerah serta
tercapainya peningkatan pengendalian dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Pematangsiantar, maka perlu disusun petunjuk teknis
penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sebagai
Pedoman dalam menyusun Rencana Keija dan Anggaran
Satuan Keija Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2016 serta untuk kelancaran
pelaksanaan dan penatausahaan anggaran/keuangan
program dan kegiatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Pematangsiantar.

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu
disusun Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dalam
Peraturan Walikota Pematangsiantar.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,

3.Undang-Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

13.Peraturan...
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416)

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

23.Peraturan...
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan
Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

35.Keputusan...
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35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun
2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota
Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan
Pemerintah Kota Pematangsiantar;

38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Keija Dinas-
Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan
Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;

40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Lembaga
Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 3 Tahun 2011;

41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Kecamatan
di Kota Pematangsiantar;

42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Kelurahan
di Kota Pematangsiantar;

43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;

44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9
Tahun 2014;

45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;

46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 - 2015;

47. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

48. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

49.Peraturan...
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49. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2015
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Tahun 1945.

4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Pematangsiantar.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

keseluruhan

9.Pedomana...
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9. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD adalah
pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan
kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD,
teknis penyusunan perubahan APBD, dan hal-hal khusus
lainnya serta pelaksanaan APBD yang harus
diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah
Kota Pematangsiantar yang bertanggung jawab kepada
Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas
daerah,badan daerah dan lembaga teknis daerah,Satuan
Polisi Pamong Praja,Kecamatan,KeIurahan dan unit
pelaksana teknis daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.

11 Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

12. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

13. Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah
Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

14. Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola
keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaannya kepada :
a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola

Keuangan Daerah.
b) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
c) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala satuan keija pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

17.Pengguna...
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17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD

25. Unit keija adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa program.

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya
disebut Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD), adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

28.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Walikota yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka
penyusunan dan pelaksanaan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

29.Kebijakan...
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29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

31. Rencana Keija dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

32. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan
pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran,
dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju.

33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan;

34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

35.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam
rangka menyusun rencana pembangunan daerah;

37. Prakiraan Maju ( forward estimate) adalah perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari
tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya;

38. Kineija adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

39. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

40.Program...
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40. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

41. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit keija pada SKPD sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
balk yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output)dalam bentuk barang/jasa.

42. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

44. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

45. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode.

46. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
Iainnya yang sah.

47. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

48. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah SKPD/unit keija pada SKPD di lingkungan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

49.Belanja...
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49. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa/ tanggap darurat dalam rangka
pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya
keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang
sah.

50. Dana cadangan adalah dana yang disisipkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

51. Analisa Standar Belanja adalah standar untuk
menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam
suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Unit Keija dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan APBD Kota Pematangsaintar Tahun 2016
adalah untuk memberikan petunjuk agar dalam
Penyusunan Program dan Kegiatan dan Pelaksanaan
kegiatan yang sudah diprogramkan tidak mengalami
hambatan karena adanya multi tafsir terhadap
pemahaman suatu peraturan yang berlaku atau karena
adanya suatu kebutuhan acuan payung hukum sebagai
pegangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan,
agar tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan berhasil
guna (tepat manfaat) serta tepat sasaran.

(2) Tujuan adalah agar pelaksanaan kegiatan berada pada
jalur aturan yang benar dan tepat dan para pelaksanaan
kegiatan dapat bekeija secara profesional sehingga hasil
yang dicapai dapat tertib, efektif, efesien, akuntabel,
transparan, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB III...
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BAB III

ASAS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Penyusunan dan Pelaksanaan kegiatan berdasarkan asas
sebagai berikut:

a. Transparan yaitu mengandung unsur keterbukaan disetiap
proses pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan bagi
setiap pemangku kepentingan untuk mengakses
kedalamnya;

b. Bersih yaitu dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan
tidak ada unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN );

c. Akuntabel yaitu hasil
dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi
dan sesuai sasaran;

d. Adil/Tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan yang
sama terhadap semua pelaku kegiatan/penyedia jasa
maupun pemangku kepentingan yang akan mengakses
informasi dan tidak mengarah untuk memberikan
keuntungan kepada pihak tertentu;

e. Efektif yaitu sesuai kebutuhan dan dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besamya sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan;

f. Efesien yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk
mencapai target yang ditetapkan dalam waktu yang singkat
dan dapat dipertanggungjawabkan;

g. Terbuka yaitu dapat diikuti oleh semua pihak yang
berkompeten;

h. Bersaing yaitu dapat memberikan kesempatan memperoleh
penawaran yang realistis sesuai mekanisme pasar;

i. Partisipatif, yaitu melibatkan unsur-unsur yang terkait
dalam proses pembangunan untuk mewujudkan dukungan
dari masyarakat/stakeholders.

dipakai dapatyang

BAB IV

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 4

Prosedur dan mekanisme pengelolaan administrasi keuangan
yang bersumber dari:

a. APBD Kota Pematangsiantar mengikuti aturan-aturan yang
ditentukan dalam Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Pematangsiantar;

b.APBD...
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b. APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 yang
diberikan ke daerah, baik berwujud Dana Dekonsentrasi
atau dana-dana lain, mengikuti aturan-aturan yang
ditentukan dalam Peraturan Gubemur Sumatera Utara;

c. APBN Tahun Anggaran 2016 yang diberikan ke daerah, jika
tidak ditentukan lain pada hakekatnya mengikuti aturan-
aturan yang telah ditentukan oleh Kementerian yang
bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota/APBD
Provinsi dan APBN Tahun 2016 Kota Pematangsiantar
sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota/Keputusan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah/Keputusan Kepala Satuan Keija
Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal § Pe?eu4> «?r xorx
Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

DAMANIK
Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal g JkSew^cr
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NOMOR : /?13


